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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat dalam konteks sosial tidak pernah lepas dari
perubahan. Kemajuan informasi dan teknologi serta globalisasi dapat
dipastikan mempengaruhi berbagai hal dalam tatanan kehidupan
bermasyarakat. Demikian pula dalam konteks kejahatan atau tindak pidana,
terdapat pelbagai perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pidana
yang dimaksudkan untuk memastikan tatanan kehidupan masyarakat yang
selalu baik dan tertib. Bahkan, Anselm von Feurbach! merumuskan tujuan yang
terutama dari hukum pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar
mereka itu jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar
hukum. Pemaksaan ini secara psikologis dapat dilakukan dengan memberikan
ancaman-ancaman hukum bagi mereka yang ternyata telah melakukan
pelangaran dan dengan caara menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para
pelanggarnya.

Dalam perspektif Mulyana W Kusumah, hukum sebagai sistem aturan-aturan
yang ditopang kekerasan melembaga---serta ideologi hukum yang
mencerminkan hubungan-hubungan sosial pada tempat dan waktu tertentu,
terus menerus memainkan peranan sentral.? Selain itu, terdapat pergeseran,
menurut Maria Farida Indrati, bahwa dalam konteks hukum sebagai bentuk
undang-undang yang tidak hanya menciptakan kodifikasi norma-norma atau
nilai nilai kehidupan yang mengendap di masyarakat, namun kini tujuan
utamanya pembentukan undang-undang adalah menciptakan modifikasi atau
perubahan dalam kehidupan masyarakat.3

'PAF Lamintang, Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, Bandung:
Sinar Baru, 1990, him.127

’Mulyana W Kusumah, Beberapa Perkembangan dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum, Bandung:
Alumni, 1981, him. 21.

3Maria Farida Indrati S, Zimu Perundang-Undangan: Proses dan Tekik Penyusunan, Edisi Revisi,
Yogyakarta: Kanisius, 2020, him.3



Salah satu bentuk perubahan dan perkembangan sosial yang dimodifikasi
dalam perundang-undangan pidana Indonesia adalah konsep keadilan
restoratif (restorative justice). Restorative Justice atau kerap disingkat RJ
merupakan pendekatan yang tengah mengemuka dalam peradilan pidana
modern. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan telah mengakui pendekatan
RJ dalam peradilan pidana. Pendekatan RJ mendapat sorotan karena memiliki
manfaat yang luar biasa dibandingkan pendekatan yang selama ini digunakan
dalam sistem peradilan pidana formal. Menurut Harifin A Tumpa,
berkembangnya wacana keadilan restoratif atau RJ ini memperbaiki sistem
peradilan pidana yang ada karena semula tujuan pemidanaan hanya ditujukan
pada pelaku pidana (teori retributif), maka pemidanaan diarahkan kini pada
orientasi baru di mana penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat
menguntungkan semua pihak yang terkait perkara tersebut.*

Di Belanda, nilai-nilai RJ dapat dilihat dari mekanisme penyelesaian perkara di
luar pengadilan (adoening buiten process) melalui wewenang diskresi yang
dimilik penuntut umum dilandakan pada asas oportunitas di mana menurut
asas ini penuntut umum dapat menentukan menuntut atau tidak menuntut ke
pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) memungkinkan jaksa untuk menghentikan
penuntutan apabila hal tersebut lebih baik dari sisi kepentingan publik. > Di
Indonesia, menurut penelitian Marlina, praktik RJ sudah dikenal dalam suku-
suku seperti di Medan. Dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan.®
Secara internasional, PBB memiliki perhatian besar terhadap RJ. Dalam
dokumen Kongres PBB “Congres on Crime Prevention The Treatment of
Offenders di tahun 1999, merekomendasikan pentingnya dalam manajemen
peradilan pidana untuk mengembangkan mediasi, konsiliasi, restitusi dan
kompensasi.’

Tujuan dari restorative justice menurut pengertian keadilan restoratif yang
tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:"“Untuk bersama-sama
mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kambali pada
keadaan semula dan bukan pembalasan.” Artinya proses penyelesaian tindak
pidana melalui restorative justice adalah untuk mencapai penyelesaian yang
adil dan berimbang antara korban dan pelaku dengan menekankan pemulihan
kambali pada keadaan semula antara keduanya ataupun pihak lain yang
terkena dampak dari tindak pidana tersebut.®

“Bambang Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice, Jakarta: Rajawali Pers, 2016,
him.17;

>Ibid, him.138.

6Ibid, him.38.

7Ibid, him. 34.

8Luthfi Tri Kusuma Aji, “Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Skripsi, UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum,
2020, HIm.26



Bagir Manan juga mengungkapkan bahwa restorative justice merupakan
konsep pemidanaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan
sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Sehingga keadaan dari
masing-masing yang terkena dampak dari tindak pidana diselesaikan secara
adil dan berimbang sesuai dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.
Demi menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang,
restorative justice tidak terbatas pada ketentuan hukum (formal dan
material).Ridwan Mansyur mengemukakan bahwa tujuan utama dari
restorative justice itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya
terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar
mengedepankan penghukuman.

Selain di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dukungan
penyelesaian RJ diatur dalam perundang-undangan tersebar salah satunya
Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan
Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Semangatnya untuk memberikan penyelesaian terbaik dalam tindak pidana
yang lebih seimbang.

Berkaitan dengan peran daerah dalam konteks RJ maka beranjak dari Pasal
349 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU
Pemda) menyebutkan bahwa daerah dapat membentuk perda dengan tujuan
untuk melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik dalam
rangka meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah. Selain
pembentukan perda, pemerintah daerah juga memiliki peran penting lainnya
dalam mendukung agenda pembangunan bidang hukum.

Pembentukan aturan hukum terkait restorative justice merupakan cerminan
diakomodasinya hukum progresif. Hukum progresif melihat hukum bukan
sebagai produk final melainkan suatu proses terus menerus yang harus
dibangun (/aw in the making). Hukum yang bekerja melampaui logika hukum
semata melainkan mengakomodasi tujuan dan makna sosial yang lebih luas.®
Dalam konteks ini, tujuan dan makna sosial yang imbang antara pelaku dan
korban dalam konsepsi restorative justice yang menghendaki keharmonian.

Dalam upaya memberikan perlindungan dan mewujudkan akses keadilan bagi
masyarakat, pemerintah daerah memiliki kontribusi yang sama dengan
pemerintah pusat sebagai implementasi negara hukum yang mengakui,
melindungi dan menjamin pelaksanaan HAM setiap warga negaranya.
Berdasarkan hal di atas maka kebutuhan pengaturan Rumah Restorative
Justice di Kota Bogor menjadi penting dikuatkan mengingat telah terbit Perwali
Nomor 18 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan
Restoratif di Kota Bogor yang memerlukan penguatan dalam bentuk Peraturan
Daerah agar dapat implementatif sesuai derajat kewenangan daerah.

°Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sistesa Hukum Indonesia,Yogyakarta: Genta Publishing,
2009, him.21.



B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang muncul sehingga membutuhkan Rumah Restorative Justice
di Kota Bogor adalah berkembangnya praktik-praktik yang melanggar
ketentuan hukum pidana namun secara kearifan tidak menuntut atau tidak
selalu harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Dari sisi mekanisme
legal nasional sudah diatur di level Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak dan peraturan yang diterbitkan kejaksaan dan kepolisian namun di sisi
legal di daerah, khususnya peran-peran non peradilan yang bisa dilakukan oleh
perangkat daerah perlu diatur dan dilembagakan. Hal ini yang mendorong
kebutuhan untuk merumuskan rancangan peraturan daerah terkait Rumah
Restorative Justice sebagai bentuk kontribusi daerah berperan untuk
memastikan ketercapaian pendekatan RJ di daerah. Sasarannya berkontribusi
pada penguatan pendekatan RJ di daerah yang diintegrasikan pendekatan-
pendekatan yang di ranah penegak hukum dengan perangkat daerah sesuai
kewenangannya.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan disusunnya kajian Naskah AKademik ini adalah sebagai salah
satu acuan dalam menentukan Produk hukum dan proses penyusunannya
tentang peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Restorative Justice.

Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan
pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam
menentukan pembuatan Produk Hukum tentang peran Pemerintah Daerah
dalam pelaksanaan Restorative Justice.

Adapun kegunaan penyusunan Kajian ini adalah sebagai acuan atau
referensi penyusunan dan pembahasan figur hukum dalam hal peran
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Restorative Justice

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian
normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Adapun pendekatan
yang gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-
undangan, sejarah hukum, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis.

2. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder
yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan
hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

i. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan
Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan
bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian
yang berkaitan dengan topik penelitian ini, surat kabar, dokumen
institusional, dan media informasi lainnya.

. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka
dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji dan
menganalisis berbagai macam literatur baik dalam bentuk buku, jurnal, dan
literatur lain yang berhubungan dengan peran Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan Restorative Justice.



BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Perbincangan keadilan restoratif atau restorative justice (lazim disingkat
RJ) merupakan diskursus yang melibatkan perspektif hak asasi manusia
(HAM). Sebab, RJ berada di ruang lingkup pidana yang menghendaki
pola-pola penyelesaian pidana yang bersifat non peradilan namun
memiliki keadilan kedua belah pihak (baik pelaku maupun korban).

Konsepsi HAM itu sendiri menurut Satya Arinanto merupakan istilah
relatif baru yang menjadi bahasa sehari-hari semenjak Perang Dunia ke
I dan Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Istilah ini
pengganti istilah natural righst (hak-hak alami) karena konsep alam
menjadi kontroversi mengingat kerap tidak mencakup hak-hak wanita.
Gagasan HAM mendapat pelembagaan menguat dalam ketentuan
internasional dengan disepakatinya Deklarasi Universal HAM PBB pada
10 Desember 1966 yang mencakup didalamnya hak-hak atas sipil politik,
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan hak-hak atas solidaritas.'°

Perspektif HAM tersebut kemudian melandasi pergeseran pendekatan
penyelesaian perkara pidana yang semula cenderung pada pelaku
namun kini menyeimbangkan kepentingan para pihak. Hal ini yang
diperkenalkan dengan restoratif justice.

Ciri-ciri serta karakteristik paradigma peradilan restoratif yang tidak saja
berdimensi tunggal pengendalian pelaku, melainkan berdimensi tiga
sekaligus, yaitu korban, pelaku dan masyarakat, sementara kepentingan
negara diwakili oleh peran dari lembaga peradilannya sendiri.Bagir
Manan menjelaskan substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip,
antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan
kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana.
Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat yang bekerja bersama
dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil
bagi semua pihak (win-win solutions).!!

19Gatya Arinanto, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia, Disertasi, Pusat Studi Hukum
Tata Negara UI, 2008, him.65-96.

1penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,Majalah Hukum
Nasional Nomor 1 Tahun 2018, HIm.101



Dalam peradilan perkara anak keadilan restoratif kerap digunakan.
Pendekatan keadilan restorative sebagai dasar penanganan perkara
anak. Restorative Justice merupakan pendekatan yang digunakan dalam
penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama
mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali
pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Adapun tujuan dari
keadilan restorative adalah untuk mencapai kesepakatan yang dicapai
sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Contoh hasil restoratif
termasuk restitusi, pelayanan masyarakat dan program atau respon
yang dirancang dalam rangka perbaikan kondisi korban dan masyarakat
lainnya, dan reintegrasi korban dan / atau pelaku. Dalam konsep ini
penyelesaian perkara diluar sistem melalui proses pengadilan atau
diversi menjadi hal yang utama yang dilakukan. Diversi merupakan
proses pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan
pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan salah satu
mekanisme yang digunakan dalam proses yang menggunakan
pendekatan keadilan restorative.

Adapun Diversi bertujuan:

(a) Perdamaian antara korban dan Pelaku;

(b) menyelesaikan perkara pidana di luar proses peradilan;

(c) Mendorong pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya;
(d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

Dalam penggunaan dan mengoperasionalisasi Program Restorative,
maka harus tersedia secara umum pada semua tahap proses peradilan
pidana. Oleh karenanya peran Balai Pemasyarakatan sebagai lembaga
yang menangani proses pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan
menjadi penting, khususnya dalam hal pembinaan dan rehabilitasi
terhadap pelaku tindak pidana anak yang penyelesaiannya melalui
diversi.1?

Restorative justice adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan
untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para
pihak.'® Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofis
dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang
sedang terjadi dangan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian
yang ditimbulkan dari konflik tersebut.

12BPHN, Naskah Akademi RUU Tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
BPHN 2013, him.20
Bhttps://nasional.kompas.com/read/2022/15/12443411/restorative-justice-penegrtian-dan-
penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia



Restorative justice ini dimana merupakan cara penyelesaian kasus
pidana yang mana dalam mekanisme penerapannya dari fokus pidana
menjadi penyelesaian melalui serangkaian proses dialog serta mediasi
yang turut melibatkan pelaku tindak pidana kejahatan, korban, keluarga
pelaku tindak pidana kejahatan, keluarga korban serta pihak-pihak
terkait lainnya. Tentu saja maksud dan tujuannya agar hak dan tuntutan
korban dapat terakomodinir (termasuk pertanggungjawaban pelaku
terhadap korban), mencari penyelesaian yang adil bagi kedua belah
pihak, mencegah agar tindakan serupa tidak terulang kembai
dikemudian hari serta mengharmonisasikan kembali hubungan korban
dengan pelaku agar tidak ada lagi dendam dimasa yang akan datang.**

Bila ditilik lebih dalam lagi maka dapat disimpulkan bahwa restorative
justice / keadilan restoratif lebih tertuju kepada arah musyawarah
mufakat dimana pelaku dianggap telah melakukan kejahatan sosial.
Apalagi negara Indonesia ini masih kental pengaruh hukum adatnya,
seperti di antaranya pemberlakukan ritual upacara bakar batu dan denda
dengan membeli sejumlah ekor babi untuk pelaku tindak kriminal
pembunuhan dikalangan masyarakat adat papua.

Hal tersebut memang sudah ada di dunia dan telah terbukti sejak jaman
dahulu kala. Seperti di antaranya contoh di negara Saudi Arabia untuk
perkara pidana jinayah / pembunuhan bisa diganti dengan diyat atau
sejumlah uang denda yang dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada
keluarga korban atau ahli warisnya sesuai kesepakatan. Bahkan pernah
di tahun 1970-an di negara Kanada telah dilakukan penerapan
restorative justice bagi warga negaranya yang terlibat kasus hukum.

Namun yang lebih penting yakni bagaimana Pemerintah bersama pihak
terkait harus lebih peka dan merespon cepat serta maksimal dalam
menanggulangi permasalahan-permasalahan yang dapat menambah
jumlah angka kriminalitas. Mempercepat pembangunan di bidang
politik, ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di
bidang pendidikan, sosial budaya dan juga pembaruan dan pengawasan
secara efektif di bidang hukum.

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu
pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban,
pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu
keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana,
restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak
pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi
proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama
menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil
dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan
mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan
mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

14 https://nasional.tempo.co/read/1640541/syarat-restorative-justice-dalam-perkara-pidana)
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Prinsip dasar restorative justice adalah adanya pemulihan terhadap
korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi
kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun
kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil alam kerangka
restorative justice tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak
sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan
kesetaraan hak kompesasi dan keseimbangan dalam setiap aspek
kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan
keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan
pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana tidak
semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara. Restorative justice
dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.
Pelaksanaan restorative justice harus menghormati prinsip kesetaraan
gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi
kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial,
pendidikan, ekonomi. Pelaksanaan restorative justice harus memastikan
adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari
pelaku, korban, maupun pihak lain yang terkait yang terlibat. Restorative
justice berprinsip pada kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan
intimidasi. Pada kasus anak, penerapan restorative justice harus
mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.!®

Tujuan restorative justice dalam konteks hukum pidana vyaitu
memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk
memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah
dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai
landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep
memandang keadilan tidak dari satu sisi, namun memandang dari
berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan
masyarakat).

Pendekatan Keadilan restoratif pada dasarnya adalah sebuah
pendekatan hukum pidana yang memberdayakan semua pihak untuk
menjadi pihak yang penting untuk menghasilkan intervensi yang tepat
sebagai respons adanya suatu tindak pidana. Yang ditekan dalam
keadilan restoratif adalah nilai-nilai kebersamaan dan mengutamakan
pemulihan di masa yang akan datang. Nilai ini sebenarnya bukan hal
yang baru dalam keseharian bangsa Indonesia.

15 Maidina Rahmawati Dkk, Peluang dan TantanganPenerapan Restorative Justice dalam Sistem
Peradilan Pidana di Indonesia, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), him. 19.
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B. Praktik Empiris

Dari sisi empiris, kebutuhan RJ mengalami pelembagaan di mana banyak
perkara-perkara yang nilai kerugiannya kecil namun jika diproses secara
pidana menimbulkan keguncangan di publik. Seperti pada kasus
pencurian tiga biji buah kakao di kebun milik PT Rumpun oleh Nenek
Minah usia 55 tahun menimbulkan kritik di publik ketika harus dihadapkan
ke pengadilan karena nilainya yang tidak seberapa. Hal ini yang
menginspirasi kebutuhan terbitnya aturan mengenai RJ.

Salman Luthan dan Muladi ada beberapa faktor yang dapat menjadi
alasan dilakukannya pembaharuan hukum pidana—seperti mengadopsi
RJ—dengan pertimbangan:

a. Hukum pidana yang sudah ada sudah tidak bersesuaian dengan
perkembangan sosial dan keperluan masyarakat yang berkenaan.
Hukum dan Undang-Undang itu tidak lagi relevan dengan keadaan
sosial masyarakat yang hendak diaturnya, misalkan dengan wujud
kejahatan baru;

b. Sebagian ketentuan dalam hukum pidana yang sudah ada, tidak
sejalan dengan idea pembaharuan/reformasi yang membawa pada
nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai kemerdekaan, keadilan,
demokrasi dan nilai moral yang berkembang di masyarakat;

c. Bahwa pelaksanaan penegakan hukum pidana yang sudah ada
mewujudkan ketidakadilan (injustice) dan bahkan merusak hak asasi
manusia;

d. Hukum dan undang-undang pidana yang sudah ada sudah tidak bisa
mengawal dan mengendalikan keamanan dan ketertiban
masyarakatnya.1®

Pembaruan hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya untuk
menserasikan hukum pidana yang sedang berlaku dengan nilai-nilai yang
ada dalam masyarakat. Pembaruan hukum pidana dimaksudkan agar
subtansi hukum pidana dapat menjelmakan nilai-nilai yang ada didalam
masyarakat, sehingga efektif didalam penerapannya.

Apabila ditarik daam garis hirarki yang lebih tinggi, maka berlakunya
hukum pidana Belanda di Indonesia didasarkan pada ketentuan dalam
Pasal 2 Aturan Peralihan UndangUndang Dasar 1945. Dengan demikian
secara yuridis formal, berlakunya hukum pidana di Indonesia sudah
memperoleh dasar legitimasinya. Tuntutan keberlakuan yuridis hukum
pidana belanda di Indonesia sudah terpenuhi. Akan tetapi perlu digaris
bawahi bahwa sekalipun suatu aturan hukum sudah memenuhi tuntutan

6Nabila Ayu Juniar, “Pidana Kerja Sosial dan Relevansinya Dengan Konsep Keadilan Restoratif”, Tesis,
Universitas Muhamadiyah Malang, 2019 HIm.14-15
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keberlakuan secara yuridis, aturan hukum itu tidak akan dapat berlaku
secara efektif dalam masyarakat apabila tidak memenuhi tuntutan
keberlakuan secara sosiologis dan secara filosofis. Hal ini disebabkan
hukum yang baik sekiranya dapat efektif diterapkan dalam masyarakat
selalu menuntut persyaratan keberlakuan secara vyuridis, sosiologis,
filosofis, dan bahkan secara historis. Artinya secara yuridis, hukum
tersebut harus sah, keberlakuannya didukung oleh masyarakat, dan
sesuai dengan nilai-nilai dan cita-cita hidup masyarakat yang
bersangkutan, serta memiliki relevansi dengan tradisi hukum masyarakat
itu sendiri.

Urgensi pembaruan hukum pidana Indonesia juga dikemukakan oleh
Sudarto!’” yang mengemukakan adanya tiga alasan penting dalam rangka
penyusunan hukum nasional, yaitu:

1. Alasan politis Indonesia sebagai negara yang merdeka mempunyai
hukum pidana yang bersifat nasional, yang didasarkan pada Pancasila
sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

2. Alasan sosiologis Urgensi pembentukan hukum (pembaruan hukum
pidana) nasional didasarkan pada keharusan, bahwa hukum nasional
harus didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
Indonesia sendiri. Hukum nasional haruslah mencerminkan budaya
masyarakat di Indonesia.

3. Alasan praktis Alasan ini mengisyaratkan bahwa hukum nasional itu
harus dipahami oleh masyarakatnya sendiri. Alasan ini didasarkan
pada kenyataan bahwa hukum pidana yang sekarang berlaku di
Indonesia secara resmi menggunakan Bahasa Belanda, sementara
dalam perkembangannya sangat sedikit masyarakat khususnya
penegak hukum yang mempunyai kemampuan berbahasa Belanda.

Pada kenyataannya saat ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hukum
pidana yang berlaku saat ini (KUHP) sudah tidak dapat menampung
aspirasi masyarakat yang berkembang sangat dinamis saat ini serta
hukum pidana Indonesia tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam
masyarakat. Karena alasan itulah maka pembaruan hukum pidana
nasional menjadi sangat urgent dan harus dikedepankan. Termasuk
memperkuat pendekatan R] dalam penanganan perkara pidana yang
sesuai kriteria dan kebutuhan publik memerlukannya.

Lihat PAF Lamintang, Dasar Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, Bandung:
Sinar Baru, 1985.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, surat edaran, surat
keputusan, maupun kesepakatan antar penegak hukum di Indonesia
saat ini, telah terdapat beragam peraturan perundangan yang
menggunakan terminologi Restorative Justice, yang umumnya
menggunakan kata "“Keadilan Restoratif”. Pendefinisian ini akan
dijabarkan secara kronologis sesuai dengan waktu munculnya regulasi
tersebut
1. Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, disahkan pada 30 Juli 2012 Menyebutkan:
"Keadlilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian
yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula, dan bukan pembalasan”.

2. Pasal 1 angka 2 Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah
Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri
tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana
Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta
Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) menyebutkan:
"Keadlilan Restoratif (Restorative Justice) adalah penyelesaian perkara
tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap
penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

3. Angka 2 huruf b Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang

Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam
Penyelesaian Perkara Pidana menyebutkan bahwa:
... merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup
manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai
sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan ... model
penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya yang
mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani
kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya
melakukan kejahatan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan
dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai
kondlisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban”.
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4. Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan:
"Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang
melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait,
dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak”.

5. Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian
Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan:
"Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian
yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula, dan bukan pembalasan”.

6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah
Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan
Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
menyebutkan:

.. merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana
yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada
pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang
melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban dan pihak lain
yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas
penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak
korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali
pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam
masyarakat”.

7. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.
8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif menyebutkan:

"Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana de-
ngan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas, terdapat kesamaan
yang mendasar tentang pengertian Restorative Justice, di mana
keseluruhan aturan tersebut masih berpusat pada orientasi
“penyelesaian perkara”. Hal ini dapat diartikan bahwa orientasi
Restorative Justice masih terbatas sebagai “tujuan atau hasil” dan
bukan merupakan kombinasi dari “proses dan tujuan”. Bahkan pada
Peraturan Kapolri No. 8/2021 telah dibatasi mekanismenya dengan
menyebutkan “melalui perdamaian”. Pada Edaran yang dikeluarkan
Kepolisian sebelumnya melalui Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018
tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice),
mekanisme yang dihadirkan dengan “*membebani kewajiban terhadap
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pelaku kejahatan dengan kesadarannya melakukan kejahatan,
meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban”.
Begitu juga dalam Surat Edaran Kapolri 2018 sebelumnya telah
ditekankan dalam angka 2 huruf f yang menyebutkan:

"bahwa prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai
metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada
pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara
pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan
masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai moderator,
sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk
perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban
perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum
untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan
penuntut umum.”
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis di dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang
Rumah Restorative Justice, berangkat dari pemahaman bahwa refleksi filosofis
senantiasa berupaya untuk menangkap makna hakiki dari hukum guna mencapai
ketertiban, kepastian dan keadilan.'® Dengan demikian, refleksi filosofis akan
menuju pada pengungkapan hakikat dengan menemukan landasan terdalam dari
keberadaan hukum sejauh yang mampu dijangkau akal budi manusia.
Setidaknya dapat merespon dua hal yang fundamental yakni: pertama, apa yang
menjadi landasan kekuatan mengikat dari hukum dan kedua, atas dasar kriteria
apa hukum dapat dinilai keadilannya.!?

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)
Tahun 1945 memuat cita filosofis Pancasila dan tujuan dari pembangunan
nasional, salah satunya, yakni memajukan kesejahteraan umum.

Notonagoro berpendapat bahwa nilai-nilai cita filosofis Pancasila tergolong
nilai-nilai kerokhanian, tetapi nilai-nilai kerokhanian yang mengakui adanya nilai
material dan nilai vital. Nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerokhanian itu
juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai material,
nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau nilai estetis, nilai kebaikan atas
nilai moral, maupun nilai kesucian yang sistematis-hierarkhis, yang dimulai dari
sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ‘dasar’ sampai dengan sila Keadilan Sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai ‘tujuan’.?° Dengan demikian, cita filosofis
Pancasila harus dapat menjadi bintang pemandu (/eitern) perilaku kehidupan
berbangsa dan bernegara serta menjadi dasar pembentukan kaidah hukum.

Refleksi ketentuan di atas di dalam sistem negara kesatuan yang terbagi
atas penyelenggaraan pemerintah di pusat dan di daerah direalisasikan dalam
desentralisasi kekuasaan untuk mencerminkan demokratisasi di daerah.
Desentralisasi kekuasaan (kewenangan) tersebut sebagaimana termaktub pada
Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi
atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan
kota yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang dimaksud adalah UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta : Kanisius, 1995, him.18.

Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Iimu Hukum, Bandung : Mandar Maju, 1999,
him.119.

20Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, (Yogyakarta:
Paradigma, 2007), hal. 22.
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Dalam konteks UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka
dirasakan kebutuhan secara filosofis untuk turut berkontribusi melembagakan
nilai-nilai RJ sehingga pendekatan konflik dapat diatasi dan diharapkan dapat
memberikan keadilan bagi semua pihak. Hal ini perlu diatur secara memadai
dalam produk peraturan daerah tentang Rumah Restorative Justice di Kota
Bogor.

Dalam konteks filsafat hukum, pembentukan perda terkait rumah restorative
justice merupakan pelembagaan perilaku hukum yang hidup di masyarakat untuk
menjadi realisasi agar hukum selaras dengan pemahaman pelibatan negara
untuk memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.?!

Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, hukum dipandang sebagai lembaga kemasyarakatan
yaitu himpunan daripada kaedah-kaedah dari segala tingkatan yang berkisar
pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Hukum menjadi
pedoman bagaimana bertingkah laku, sebagai alat untuk menjaga keutuhan
masyarakat dan sebagai suatu sistem pengendalian sosial.??2 Dengan demikian,
secara sosiologis akan diuji apakah hukum dan peraturan perundang-undangan
berfungsi di dalam masyarakat dan mampu merespon kebutuhan masyarakat.?3

Di dalam perspektif sosiologis, kebijakan desentralisasi senantiasa memiliki
dua tujuan utama yakni tujuan politik dan tujuan administrasi. Pertama, tujuan
politik senantiasa diarahkan untuk memberi ruang gerak kepada masyarakat
dalam tataran pengembangan partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan
demokrasi. Di sisi lain, dari aspek pendemokrasian daerah, hal itu memposisikan
pemerintah daerah sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat
lokal. Dengan demikian, diharapkan pada saatnya secara agregat daerah akan
memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pendidikan politik
secara nasional dan terwujudnya masyarakat sipil. Kedwua, tujuan administrasi
yaitu memposisikan pemerintah daerah sebagai unit pelayanan yang dekat
dengan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah wajib berfungsi
maksimal dan optimal menyediakan layanan publik berkualitas (secara efektif,
efisien dan ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Berangkat dari tujuan politik dan administrasi di atas maka menjadi
jelas misi utama dari pemerintah daerah adalah memajukan kesejahteraan
warga dan masyarakatnya melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

Di dalam perspektif otonomi daerah, tidak dapat dilepaskan tujuan
otonomi daerah dalam membuka sekat komunikasi, transparansi,
akuntabilitas dan persamaan hak masyarakat di dalam proses

21l ihat Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010, him.15.
22Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia,
Jakarta : Yayasan Penerbitan Universitas Indonesia, 1976, him5.

23Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Bandung : Alumni, 1982, him.18.
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penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsekuensinya, otonomi daerah
memberikan ruang dan kesempatan luas pada publik untuk berpartisipasi
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu,
masyarakat diarahkan dan didik untuk semakin memahami hak-haknya
sehingga terbentuk komunitas kritis di dalam menyampaikan aspirasi dan
kontrol publik bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada akhirnya,
implikasi otonomi daerah diharapkan dapat membentuk proses
pemberdayaan masyarakat (empowering) dan pemberian pendidikan
politik masyarakat (demokrasi) yang lebih optimal. Dalam konteks
Restoratif Justice sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk
memfasilitasi implementasi RJ dalam bentuk Rumah Restorative Justice
yang dimaksudkan sebagai wahana penyelesai konflik berkarakter win win
solution di daerah.

C. Landasan Yuridis

Konsepsi negara hukum senantiasa menekankan dianutnya---salah satunya—
prinsip asas legalitas yang memberikan penegasan diantaranya bahwa tindakan
pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan
hukum.?* Tindakan pemerintahan tanpa kewenangan mengakibatkan batal
demi hukum.

a. Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak;

b. Pasal 1 angka 2 Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung,
Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang
Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan
Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan
Restoratif (Restorative Justice);

c. Angka 2 huruf b Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan
Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara
Pidana;

d. Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang
Penyidikan Tindak Pidana;

e. Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif;

f. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman
Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice),

g. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8
Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif.

h. Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak;

i. Pasal 1 angka 2 Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung,
Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang

4Lihat Elizabeth Zoller, Introduction to Public Law, Mattinus Nijhoff Publishers, Netherland, 2008,
him.118.

17



Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan
Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan
Restoratif (Restorative Justice),

Angka 2 huruf b Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan
Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara
Pidana;

. Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang
Penyidikan Tindak Pidana;

Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif;

. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman
Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice),

. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8
Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif.
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BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN
DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran, Arah dan Jangkauan Pengaturan

Sasaran, Arah dan Jangkauan Pengaturan berkenaan pengaturan bagaimana
pemberian keadilan dapat diberikan pada seluruh elemen masyarakat di luar
mekanisme peradilan.

Ada beberapa hal yang penting dicermati dalam konteks ini. Pertama,
Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda) Rumah Restorative Justice
membatasi pada peran dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah
dalam melakukan restorative justice. Kedua, dalam menyelenggarakan Rumah
Restorative Justice merupakan bentuk pendekatan non peradilan dengan
melibatkan para pemangku kepentingan. Ketiga, Rumah Restorative Justice
didesain dengan mengoptimalkan peran perangkat daerah dalam hal ini pihak
Camat dan Lurah berdasarkan wewenang di wilayah masing-masing.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pengaturan Perda RJ di awali dengan pengaturan di ketentuan umum yang
dimuat didalamnya definisi yang sifatnya operasional, kemudian di bab
selanjutnya diatur mengenai asas-asas yang mendasari keadilan restoratif
sebagai landasan rumah restoratif. Kemudian bab selanjutnya diatur mengenai
maksud dan tujuan. Kemudian diatur mengenai kedudukan dan fungsi Rumah
Restorative Justice di setiap wilayah kelurahan dan kecamatan. Serta fungsi
rumah restorative justice yakni (a) tempat dilaksanakannya keadilan restoratif;
(b) memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban dari
akibat perbuatan kejahatan dan pelanggaran; (c) memberikan rasa keadilan
dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat; (d) memberikan efek jera dan
kesempatan kepada pembuat kejahatan atau pelanggar untuk memperbaiki
kehidupan; dan (e) memberikan penyelesaian perkara yang menghasilkan
keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dengan mengembalikan pada
kondisi semula tanpa menimbulkan stigma negatif dan pembalasan.

Selain hal di atas, ruang lingkup pengaturan Perda RJ mencakup kewenangan

pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi, peran serta masyarakarat dan
pembiayaan.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Pada hakikatnya, hukum bukanlah sesuatu yang statis. Hukum senantiasa
mengikuti perubahan sosial (social change). Hukum menjadi fasilitasi
perubahan. Dalam konteks kepidanaan, terdapat perkembangan untuk
memfasilitasi penyelesaian di luar peradilan untuk kasus-kasus tindak
pidana ringan. Hal ini untuk memberikan keadilan yang seimbang baik
kepada pelaku maupun korban. Hal ini yang melandasi konsepsi restorative
justice.

2. Restorative justice merupakan konsep pemidanaan dengan maksud
menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil
dan berimbang. Sehingga keadaan dari masing-masing yang terkena
dampak dari tindak pidana diselesaikan secara adil dan berimbang sesuai
dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Demi menegakkan
sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, restorative justice tidak
terbatas pada ketentuan hukum (formal dan material).

3. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dimungkinkan melakukan
fasilitasi restorative justice---salah satunya---dalam bentuk menyediakan
Rumah Restorative Justice (RJ). Dalam konteks ini, pemerintah daerah
melalui perangkat kelurahan dan kecamatan dapat memberikan fasilitasi
mempertemukan para pihak dalam kerangka restorative justice sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Rekomendasi
Mendorong agar segera dibentuk Peraturan Daerah tentang Rumah Restorative
Justice dengan memperhatikan (a) kewenangan pemerintah daerah; (b)

akomodasi prinsip prinsip pidana dalam konteks restorative justice dan (c)
memastikan keadilan seimbang bagi semua pihak.
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